
WAUKOTA PALEMBANG
PROVINSISUMATERASELATAN

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG
NOMOR 09 TAHUN2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAT~N DANBELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN2015

DENGAN RARMAT TlJRAN YANGMARA ESA

WAUKOTAPALEMBANG,

Mcnimhang ; bahwa untuk melaksanakan ket.entuan PasaJ 8 Peraturan Dacrah KOla
Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tcntang Anggaran Pendapatan dan
Bcl~ja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapknn Peraruran
Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2015;

Mcngingal : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Ncgara RcpubUk indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ncgara
(Lembatan Negara RcpubUk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RepubUklndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan
Dacrah (Lembaran Ncgara RcpubUk indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negaru RepubUk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peratumn Pcmcrintah Penggantl
tJndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tcntang Perubahan Alas
Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lernbaran Ncgara RepubUk Indonesia Tahun 2014) Nomor
246, Tambahan Ncgnro Republik Indonesia Nomar 5589);

4. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Rcpub1U<Indcncsla Nomor
4578);

5. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah
beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2~
Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Mentc:ri
Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan
Keuangnn Daerab (Bema Negara RcpubUk indonesia Tahun 2011
Nomor310);

6. Pe:raturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan Dan BeJanja Dacrah Tabun Anggaran 2015.



NIH J L
Sisa lebih pel1lbiayaan anggaran
Tabun berkenaan (SlLPA) Rp.

Rp. 212.425.515.380,00
Rp. 45.880.285.646.30
Rp. 166.545.229.733,70

c. Pembiayaan:
1. penerimaan ··..·····..·..····
2. pengeJuaran. ···..····..··········..·····

Jumlah pembiayaan netto ..

Surplus/(Defisit}.... (Rp. 166.545.229.733,70)

Rp. 72.008.397.400,00
Rp. 772.396.358.186.06
RD. 606.554.936.796.69
Rp.3.182.261.077.992,70

1.000.000.000,00
4.518.050.000,00

24.483.406.467,00
4.996.500.000,00
784.800.000,00

Rp.l.695.518.629.142,95
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp. 742.053.010.430.00
Rp.3.0 15.715.848.259,00

Rp. 773.614.194.829,00
Rp.l.5oo.048.Q43.ooo,00

2. BeJanja langsung
a) belanja pegawai, .
b) belanja barang dan jasa .
c) belanja modal ······

Jumlah belanja. ....

b. Belanja

1. beJanja ticlak langsung

a) belanja pcgawai .
b) belanja bunga, .
c) bclanja subsidi.. .
d) belanja hibah .
e) belanja bantuan sosial .
f) belanja bagi basil .
g) belanja banruan keuangan ....•....
hI bclanja tidak terduga .

Jumlah pendapatan, ...
........................................................................................

a. Pendapatan
L pendapatan asli daerah .
2. dana perimbangan, _ .
3. lain-lain pendapatan daerah yang Sab

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Aoggaran 2015
terdiri atas:

Menetapkan : PERATURAN WALlKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

MEMUTUSKAN:



HARNOJOYO

Diletapkan di Palembang
pada tanggal Januari 2015

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai ber1nku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan
Peraturan Wa}ikota ini dengan penempatannya dalam Berna Daerah
Kota Palernbang,

Pasa1 5
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota inl diruangkan leblh
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan PasaJ 3
merupakan bagian yang tidak. terpisabkan dari Perarumn Walikota
ini,

Pasal3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagatmana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjul dalam Lampiran 11,III
dan IV Peraturan WaUkota Ini.

Pasal2

Ringkasan penjabaran Aoggaran Pendapatan dan Belanja Daemh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum daiam Lampiran I
Pcraturan Walikota ini,


